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atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen 
persyaratan keanggotaan Parlai Politik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf f kepada KPUIKIP Kabupaten!Kota.--------- 

}> Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 6 

Tahu n 2018: -------------------------------------------------------- 

( 1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan 
kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (3) huruf a, meliputi: a . . . .  ;  b . . . .  ;  c . . . .  ;  d . . . . .  ;  
e  . . . .  ;  f.  Surat pemyataan memiliki anggota Parlai 
Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk 
pada kepengurusan Parlai Politik tingkat 
kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan 
formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 
(satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;--------- 

}> Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018: 

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan 

keabsahan terhadap: a . . . .  ;  b . . . . .  ;  c . . . . .  ;  d . . . .  ;  e  . . . . .  ;  f. 

surat pemyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan 

Parlai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah 

keanggotaan Parlai Politik telah memenuhi paling 

sedikit 1.000 (seribu) orang atau 111.000 (satu 

perseribu) dari jum/ah Penduduk pada setiap 

kabupa tenlkota. -------------------------------------------------- 

24) Bahwa rumusan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 10 

ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf 

f, Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 ini 

sebelumnya juga sudah diatur dalam rumusan norma 

Pasal 10 ayat (10) huruf f, Pasal 1 1  ayat (3), Pasal 16 

ayat (3) huruf b, Pasal 17 ayat (1)  huruf f, Pasal 21 huruf f 

Peraturan KPU Nomor 1 1  Tahun 2017, yang mana 

Peraturan KPU Nomor 1 1  Tahun 2017 ini telah dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan 

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.--------------­ 

Meskipun demikian, produk hukum KPU Kabupaten 

Manokwari Se Iatan berupa Form MODEL 

BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Serita Acara 

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan 

Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai 

Politik Galon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota 
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